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Pendahuluan

Indonesia memiliki dua pendekatan dalam pelaksanaan desentralisasi, yaitu
simetris dan asimetris. Desentralisasi simetris memberikan peran bagi pemerintah daerah
dalam pengambilan keputusan dan mengurus rumah tangganya sendiri (Prasojo, 2020).
Desentralisasi asimetris atau di Indonesia dikenal dengan istilah otonomi khusus dapat
dipahami sebagai pemberlakuan kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah
pusat pada daerah tertentu sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan
hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah (Tauda, 2018). Eksistensi desentralisasi
asimetris secara konstitusi diakui dalam Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat

istimewa yang diatur dengan undang-undang,.

Desain desentralisasi asimetris di banyak negara memiliki keunikan tersendiri,
salah satunya adalah terdapat kelembagaan khusus yang mempunyai peran tertentu dalam
sistem pemerintahan daerah. Misalnya, Mindanao salah satu daerah di Filipina memiliki
lembaga khusus yang diberi nama Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).
Kelembagaan pemerintahannya ada yang disebut dengan executive council (dewan
eksekutif) yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, dan tiga orang deputi gubernur yang

mewakili tiga kelompok yaitu muslim, kristiani, dan komunitas adat (Casauay, 2015).

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang mendapatkan perlakuan khusus dari
pemerintah pusat, melalui pemberian otonomi khusus. Otonomi khusus merupakan
status istimewa yang diberikan karena alasan-alasan “khusus” yang tidak dimiliki oleh
daerah lainnya. Status ini memberi peluang lebih luas bagi daerah untuk mengelola,
menata, dan memajukan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Salah satu

kekhususannya adalah keterlibatan ulama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberadaan ulama merupakan manifestasi dari adanya pilar agama dan budaya
yang perannya sangat penting dalam sejarah Aceh. Sisi kehidupan sosial budaya Aceh
dibangun atas dasar agama dan budaya membentuk suatu sumber penataan sosial yang
berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Hal ini menjadikan Islam merupakan
way of life dan menjadi dasar pijakan budaya adat Aceh yang memiliki semangat
petjuangan (Samad, 2017). Undang- undang keistimewaan Aceh, kemudian dipertegas
kembali dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah menguatkan keberadaan ulama dalam
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sebuah naungan wadah Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Lembaga ini

merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, MPU mempunyai kewenangan: (1)
menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial
budaya, dan kemasyarakatan; (2) memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam
masalah keagamaan yang terjadi pada masyarakat Aceh, baik sesama umat Islam maupun
antar umat beragama lainnya. Keberadaan lembaga MPU bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum syariat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan

masyarakat (Adriansyah et al., 2012).

Eksistensi lembaga MPU Aceh tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Hasil
kajian Adriansyah et al (2012) menemukan permasalahan di lembaga MPU Aceh antara
lain; (a) Hasil pertimbangan, saran dan fatwa dari MPU belum mendapatkan kepastian
digunakan atau tidak oleh Pemerintah Aceh; (b) Belum ada standar operasional prosedur,
sehingga kinerja MPU belum bisa diukur. Pencapaian kinerja hanya diukur pada serapan
anggaran; (c) Koordinasi MPU dengan Pemerintah Aceh belum berjalan dengan efektif,
hal ini terdapat pro dan kontra dalam perumusan dan pengesahan beberapa kebijakan
daerah; (d) Belum maksimal pelibatan MPU dalam perumusan kebijakan pembangunan
Aceh, selama ini hanya dilibatkan pada proses tahapan review sebuah Qanun (Perda),
bukan pada tahapan perumusan; (e) Belum maksimal dalam melakukan kaderisasi ulama,
hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan anggaran; (f) Sumber Daya Manusia yang

dimiliki oleh MPU belum mampu menyelenggarakan kaderisasi secara maksimal.

Laporan kinerja MPU Aceh tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan
fungsi dan perannya. Jumlah fatwa dan tausiah yang ditetapkan sudah menunjukkan
capaian sangat baik (90%). Selain itu, indikator kinerja dalam capaian produk sertifikat
halal hanya tercapai (52%). Tidak jauh beda dengan indikator kinerja sebelumnya, jumlah
kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya relatif masih rendah (41%). Target dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2022 sejumlah 1.000
orang, sementara yang baru tercapai 405 orang kader ulama yang ditingkatkan
kompetensinya. Kompetensi kader ulama ini sangat penting dilakukan dalam peningkatan
pengetahuan ulama menyikapi dan mencegah pelanggaran syariat Islam maupun konflik

agama di Provinsi Aceh.
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Penguatan organisasi atau organizational strengthening merupakan suatu upaya
penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah lembaga. Dalam konteks
MPU Aceh, penguatan organisasi ini meliputi berbagai dimensi, seperti kepemimpinan,
struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya organisasi, serta sistem dan prosedur
operasional. Pemahaman yang mendalam terhadap dimensi-dimensi ini sangat penting

untuk memastikan bahwa MPU Aceh dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Meski penguatan organisasi telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam
literatur manajemen dan organisasi (Robbins & Judge, 2013; Schein, 2010) penelitian yang
secara khusus membahas penerapan konsep ini dalam lembaga keagamaan di Indonesia,
masih dapat dikategori terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus
pada aspek teologis dan normatif peran MPU dalam masyarakat Aceh (Nurdin, 2012;
Sahlan, Fajarni, Tkramatoun, Kamil, & Ilham, 2019; Syarifuddin, 2021; Taufik, 2019)
dengan sedikit perhatian diberikan pada dimensi manajerial dan penguatan kelembagaan.
Penelitian oleh Harnides et al (2023) menyoroti ketetlibatan Majelis Permusyawaratan
Ulama dalam menangani masalah sosial dan masalah hukum melalui pendekatan yuridis
empiris, yang menekankan pengaruh lembaga tersebut terhadap praktik dan norma lokal,
tetapi tidak secara khusus mengkaji bagaimana penguatan organisasi diterapkan di MPU
Aceh.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana dimensi-dimensi penguatan organisasi
tersebut diterapkan di MPU Aceh, serta bagaimana penerapan ini berkontribusi pada
pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi pengembangan MPU

Aceh ke depan, serta bagi lembaga-lembaga keagamaan lainnya di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan
untuk mengumpulkan informasi terkini pada objek penelitian. Creswell & Creswell (2018)
berargumen bahwa metode ini bertujuan untuk menemukan penjelasan, dan deskripsi
terperinci tentang objek penelitian secara sistematis. Peneliti berpendapat bahwa metode
deskriptif relevan digunakan mendapatkan gambaran terhadap penerapan dimensi

organizational strengthening pada lembaga MPU Aceh.
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Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Lembaga MPU Aceh dengan setting
penelitian mengacu pada dimensi organizational strengthening guna memperoleh data dan
fakta penelitian. Teknik penentuan informan penelitian peneliti lakukan dengan teknik
purposive sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti telah memetakan tentang siapa
informan yang dapat memberikan fakta dan informasi untuk menjawab tujuan penelitian
(Kumar, 2011). Informan penelitian terdiri dari pimpinan dan anggota MPU Aceh, ASN

Sekretariat MPU Aceh, akademisi, dan organisasi masyarakat keagamaan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur
yang disusun dengan pertanyaan terbuka. Rata-rata durasi wawancara berkisar 45 sampai
dengan 55 menit menggunakan alat bantu rekam suara yang terlebih dahulu telah
mendapatkan persetujuan dari informan penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui
telaah dokumentasi untuk mengumpulkan sumber data sekunder yaitu berupa laporan dan
dokumen resmi dari pemerintah seperti laporan kinerja, laporan keuangan, rencana

strategis, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dengan menggunakan model Miles et al (2014) terdiri dari tiga tahap
yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Penarikan data
kondensasi, kegiatan yang dilakukan berupa peringkasan, pengkodean, pengkategorian.
Data dipilah, membuang data yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data sehingga
dapat ditarik simpulan akhir dan diverifikasi. Kegiatan selanjutnya adalah menyajikan
sekumpulan informasi yang terorganisasi yang memberikan kemungkinan untuk menarik
simpulan dan melakukan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, dan sejenisnya. Kegiatan terakhir, penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan

tersebut diverifikasi oleh peneliti selama proses tersebut.

Hasil dan Pembahasan
Penerapan Dimensi Organizational Strengthening Pada Lembaga MPU Aceh

Penguatan organisasi merupakan elemen penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan
sebuah organisasi. Penguatan organisasi menekankan pada komitmen terhadap
pencapaian misi, kinetja, dan budaya organisasi. Menanamkan budaya berorientasi kinetrja,
diperlukan peran pemimpin untuk menemukan strategi guna mendorong produktivitas

kinerja organisasi. Menurut Grindle (1997) komponen dalam penguatan organisasi terditi
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dari sistem insentif, pemberdayaan pegawai, kepemimpinan, budaya organisasi, dan
komunikasi. Dimensi ini melibatkan integrasi berbagai komponen yang berkaitan satu
dengan lainnya. Analisis penguatan organisasi lembaga MPU Aceh menggunakan

komponen atau aspek yang dikemukakan oleh Grindle (1997).

Sistem Insentif

Insentif memainkan peran utama dalam produktivitas kinerja anggota organisasi.
Pada dasarnya, semua organisasi menggunakan pembayaran, bonus, promosi, atau jenis
penghargaan lainnya bagi pegawainya untuk mendorong kinerja tingkat tinggi. Tujuan
pemberian penghargaan kepada pegawai adalah untuk memastikan kinerja pegawai
meningkat, dan mendorong karyawan untuk lebih produktif membantu organisasi

mencapal tujuannya (Sandilyan, et.al, 2012)

Meski tujuan diberikan insentif sebagai stimulus terhadap peningkatan kinerja bagi
pegawai, masih terdapat sebagian negara belum memberikan perhatian khusus terhadap
permasalahan ini. Misalnya Nigeria, pimpinan di organisasi sektor publik kurang
memerhatikan berkaitan motivasi kerja berupa insentif pegawai. Hal ini sesuai dengan
hasil kajian Irek (2018) menemukan bahwa sistem penghargaan dalam bentuk insentif
pegawai di Nigeria sering kali tidak sesuai dengan harapan. Temuan ini dapat dicermati,
bahwa sektor publik tidak menaruh perhatian pada peningkatan insentif pegawai. Berbeda
halnya yang diterapkan di perusahaan swasta, insentif mendapatkan perhatian khusus

karena hal ini akan memengaruhi pada kinerja karyawan.

Berbeda halnya dengan lembaga MPU Aceh, sistem insentif yang diberikan sudah
memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan yang dianggarkan setiap bulan
melalui anggaran daerah (APBD). Pemerintah Aceh telah menetapkan gaji beserta
tunjangan bagi pimpinan maupun anggota melalui Peraturan Gubernur Aceh No. No. 30
tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh. Dalam aturan tersebut
terdapat jenis-jenis insentif yang didapatkan oleh anggota MPU Aceh dengan nilai sesuai
dengan pejabat eselonisasi bagi pimpinan MPU Aceh. Berbagai jenis tunjangan lainnya
diterima oleh pimpinan dan anggota MPU Aceh mempunyai harapan MPU mampu
berkinetja baik.

Tujuan pemberian insentif adalah untuk memberikan stimulus bagi anggota MPU

Aceh untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
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Namun jika dilihat dari laporan kinerja MPU Aceh tahun 2021, kinerja MPU Aceh belum
menunjukkan hasil yang baik, kinerja MPU Aceh belum memenuhi target dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2022. Capaian kinerja MPU Aceh
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja MPU Aceh
Capaian .
No Indikator Kinerja RPJMA | RPJMA
tahun 2022 2021
2020 Target | Realisasi ( ) @)
1 o iahdf: o 1:1 " mum?h 33 / 12 >0 90
' yang ditetapian sesua dokumen | dokumen | dokumen |dokumen ’
ketentuan syariat Islam
Jumlah sertifikat produk 649 250 13 1650
2. halal . ) . . 52%
o sertifikat sertifikat | sertifikat | sertifikat
yang dihasilkan
3 nglah kader ulama ya.ng 381 24 orang | 24 orang 1000 41%
ditingkatkan kompetensinya orang orang

Sumber: Laporan Kinerja MPU Aceh 2021

Data di atas menunjukkan indikator kinerja pada jumlah produk halal yang telah
tersertifikasi halal masih tercapai 52% tahun 2021. Kendala yang dihadapi dalam hal
sertifikasi produk halal adalah masih berkurangnya tenaga auditor, dan masih rendahnya
kapasitas laboratorium halal LPPOM MPU Aceh. Dua permasalahan utama ini perlu
adanya solusi untuk memenuhi kebutuhan percepatan proses sertifikasi produk halal yang

diajukan oleh pelaku usaha UMKM di Provinsi Aceh.

Dari aspek jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya juga belum memenuhi
target RPJMA. Total ulama yang sudah mengikuti pendidikan kader ulama tahun 2021
baru mencapai 41%. Padahal target 100% harus dicapai pada tahun 2022. Terjadinya
kendala dalam hal pelaksanaan kegiatan pengaderan ulama, pada tahun 2020 kegiatan ini
tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan refocusing anggaran yang disebabkan

oleh pandemi Covid-19.
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Pemberdayaan Pegawai

Pemberdayaan adalah elemen kunci dalam manajemen publik baru. Perspektif ini
menekankan pada orientasi di sektor publik bertujuan untuk memberikan layanan yang
lebih baik bagi masyarakat. Besarnya organisasi publik dapat dilihat dari banyaknya fungsi
yang harus diselenggarakan, maka dari itu pembagian tugas berdasarkan prinsip

fungsionalisme merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Bowen & Lawler (1995) memandang pemberdayaan pegawai sebagai perangkat
praktik, kondisi, kebijakan, dan struktur yang memungkinkan transfer kekuasaan dan
wewenang dari tingkat organisasi yang lebih tinggi ke tingkat lebih rendah. Pandangan
Bowen & Lawler menegaskan pembagian kekuasaan dan wewenang kepada pegawai garis
depan adalah elemen kunci dari pendekatan pemberdayaan manajemen untuk mencapai

tujuan organisasi.

MPU Aceh dipimpin oleh seorang ketua, dan dibantu oleh tiga orang wakilnya.
Ketua dan wakilnya dipilih dari anggota MPU melalui rapat paripurna khusus yang
dilaksanakan untuk pemilihan pimpinan. Ketiga wakil pimpinan MPU mempunyai bidang

kerja masing- masing, yaitu:

a.  Wakil ketua I membidangi fatwa dan kajian perundang-undangan;
b. Wakil ketua II membidangi pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta ekonomi
umat;

c.  Wakil ketua III membidangi dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda.

Pemberdayaan anggota MPU Aceh dapat dideskripsikan adanya pembagian kerja
anggota MPU Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Pembagian kerja tersebut

dikelompokkan dalam komisi kerja. Komisi kerja lembaga MPU Aceh terdiri dari:

a. Komisi A, membidangi fatwa, kajian Qanun, dan peraturan perundang-undangan;
b. Komisi B, membidangi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan ekonomi
umat;

c. Komisi C, membidangi dakwah, pemberdayaan keluarga, dan generasi muda.

Masing-masing komisi dipimpin oleh ketua komisi yang dipilih berdasarkan
musyawarah yang diutamakan berdomisili di Banda Aceh atau sekitarnya. Ketentuan ini
bertujuan untuk mempermudah koordinasi kerja dalam melaksanakan tugas sebagai

anggota lembaga MPU Aceh. Komisi MPU Aceh berkewajiban:
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a. Membahas program operasional yang berkenan dengan bidang tugasnya;
b. Menginventarisasi permasalahan, mengidentifikasi data, dan melakukan pembahasan
awal;

c. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh pimpinan MPU Aceh.

Temuan lainnya terhadap pembagian kerja anggota MPU Aceh dapat dilihat dalam
dua utusan dari anggota MPU Aceh, yaitu: anggota yang utusan dari provinsi, dan anggota
yang utusan dari kabupaten/kota. Kehadiran anggota MPU Aceh sebagai utusan provinsi
mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah
terhadap penyelesaian masalah yang urgen. Di saat ada permasalahan krusial dan urgen
yang harus segera diambil keputusan cukup dengan perwakilan anggota MPU Aceh utusan
provinsi. Seperti contoh kasus permintaan fatwa MPU dari pemerintah Aceh terhadap
penanganan jenazah korban COVID-19 dan vaksin. Kondisi seperti ini yang
mengharuskan perlunya fatwa atau risalah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam

melaksanakan pemakaman jenazah korban COVID-19 dalam perspektif Islam.

Pemberdayaan anggota MPU Aceh hanya berupa pembagian pada komisi dan
perwakilan utusan. Tidak dapat dideskripsikan sebagaimana pemberdayaan ASN
Sekretariat MPU. Hal ini dikarenakan anggota MPU Aceh tidak diberlakukan kewajiban
hadir di kantor setiap hari. Kewajiban hadir di kantor hanya diperuntukkan kepada para
pimpinan MPU. Sementara untuk anggota biasa hadir di kantor apabila ada rapat atau

pada proses pembahasan fatwa.

Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai pendekatan manajemen yang membantu
untuk menetapkan tujuan strategis bagi sebuah organisasi. Pencapaian organisasi pada
tujuannya sangat dipengaruhi pada kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin.
Kemampuan dimaksud adalah bagaimana memengaruhi pegawai untuk mencapai visi
masa depan organisasi, melalui proses pembuatan program kerja, dan komitmen dalam

pelaksanaannya.

Pimpinan MPU Aceh mempunyai komitmen dalam melaksanakan kegiatan atau
program yang telah direncanakan. Terutama penetapan kegiatan yang telah direncanakan

agar tidak bergeser dengan kegiatan lainnya. Begitu juga halnya dalam melakukan
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sosialisasi fatwa MPU ke kabupaten/kota, pimpinan mempunyai komitmen untuk hadir

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam mewujudkan visi lembaga, MPU Aceh memiliki program kerja untuk
mencapal visi tersebut. Proses pembuatan program kerja MPU Aceh dilakukan secara
bersama antara pimpinan dengan sekretariat MPU Aceh. Setelah program kerja dihasilkan,
selanjutnya pimpinan MPU Aceh mengkomunikasikan program ketja secara internal
maupun cksternal lembaga MPU. Secara internal komunikasi program kerja dilakukan
melalui rapat pimpinan. Sementara secara eksternal, program kerja dikomunikasikan
melalui rapat koordinasi MPU Aceh dengan MPU kabupaten/kota. Kegiatan ini dibagi
menjadi dua bagian, yaitu rapat koordinasi MPU Aceh dan rapat kerja kepala Sekretariat
MPU Aceh.

Tujuan rapat koordinasi MPU Aceh adalah untuk meningkatkan koordinasi antara
MPU Aceh dengan instansi vertikal dan menjalin kerja sama yang sinergi dengan MPU
kabupaten/kota. Sementara rapat ketja bertujuan untuk mensinkronisasi dan optimalisasi
program ketja MPU Aceh dengan Sckretariat MPU kabupaten/kota, agar dapat
menyatukan visi dan misi antara Sekretariat MPU Aceh dengan sekretariat

kabupaten/kota.

Rapat koordinasi MPU Aceh yang berjalan selama ini belum melibatkan lintas
sektoral. Peserta yang hadir sebagian besar adalah dari internal lembaga MPU, terdiri dari
seluruh ketua, dan kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh.
Belum melibatkan organisasi lintas sektoral. Padahal salah satu poin dalam pembahasan
rakor adalah membahas terhadap program-program MPU seluruh kabupaten/kota.
Pembahasan rakor berkaitan dengan fungsi MPU dalam memberikan rekomendasi

terhadap kebijakan pemerintah daerah berdasarkan Syariat Islam.

Yukl (2013) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses memengaruhi
orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana
melakukannya, serta proses memfasilitasi individu dan usaha kolektif untuk menyelesaikan
sasaran bersama. Definisi ini menekankan pada usaha kolektif pada penyelesaian masalah

di dalam organisasi.

Merujuk dati pendapatnya Yukl (2013) kepemimpinan yang dijalankan di lembaga
MPU Aceh belum dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan kolektif atau jaringan. Hal
ini ditemui pada kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh lembaga MPU Aceh
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masih sebatas koordinasi internal lembaga. Koordinasi ini hanya melibatkan lembaga
MPU kabupaten/kota dengan tujuan menyelaraskan program-program MPU Aceh
dengan MPU kabupaten/kota.

Membangun komunikasi dengan antar lembaga sangat penting untuk menguatkan
lembaga MPU Aceh. Selama ini komunikasi yang dibangun melalui perwakilan sekretariat
untuk menghadiri kegiatan rapat penting maupun pembahasan program pemerintah di
lingkup Pemerintahan Aceh. Beberapa keputusan MPU Aceh akan diikuti oleh para
pemangku kepentingan jika ada komunikasi dan koordinasi yang baik antar institusi yang
berada di Aceh. Hal ini yang membedakan Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lainnya,
adanya fungsi lembaga semi pemerintah sebagai lembaga mengawasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu fungsi tersebut

tidak berjalan baik apabila MPU tidak membangun komunikasi antar institusi pemerintah.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi terbentuk dari kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam
melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi. Istilah budaya organisasi
(organizational culture) sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol yang mengerti, dan
dipatuhi bersama. Robbins Robbins & Judge (2013) menyebutkan budaya organisasi
sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu
organisasi dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih

seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi.

Sebagai lembaga tempat berkumpulnya para ulama, dan cendekiawan muslim,
tentunya nilai yang dibangun dalam organisasi MPU Aceh adalah nilai religius. Nilai ini
dipraktikkan dalam kehidupan kantor yang menanamkan prinsip bekerja sebagai bentuk
ibadah dan pengabdian kepada agama. Budaya organisasi di MPU Aceh tidak dapat
diamati lebih mendalam, dikarenakan anggota MPU Aceh tidak diwajibkan masuk jam

kantor. Budaya organisasi lebih banyak diamati pada pegawai di Sekretariat MPU Aceh.

Ada beberapa aturan yang peneliti temui di lapangan berkaitan dengan norma
religius yang ditanamkan di kantor Sekretariat MPU Aceh. Norma ini tentunya jarang

ditemui di kantor-kantor pemerintahan lainnya, yang mana setiap pegawai, pimpinan, dan
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siapa pun yang memasuki ke dalam kantor Sekretariat MPU Aceh wajib membuka alas

kaki. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian dari najis yang di bawa dari luar gedung.

Nilai religius lainnya juga ditemui dalam pelaksanaan zikir dan doa yang
dilaksanakan oleh pegawai kantor Sekretariat MPU Aceh sebelum aktivitas dinas. Harapan
dilaksanakan zikir dan doa dapat membuat hati tenang dan tenteram serta dapat
menimbulkan semangat kerja. Temuan penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Fitriyana (2020) menemukan bahwa penerapan terapi zikir dalam
mereduksi stres terhadap karyawan yang di PHK mengalami perubahan menerima

keadaan, merasa tenang, dan kembali dapat berpikir positif.

Komunikasi

Komunikasi organisasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan
dalam maupun di luar kelompok dalam sebuah organisasi. Baldwin et al (2004)
mendefinisikan komunikasi organisasi adalah proses menciptakan, mengirim, dan
menerima pesan dalam sistem yang kompleks, melibatkan hubungan jaringan internal dan

eksternal yang terintegrasi dengan mencapai hasil atau tujuan organisasi.

Gagasan Baldwin et al dipertegas kembali oleh Eka & Anik (2020) yang melihat
komunikasi organisasi mencerminkan pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam suatu
organisasi yang dirancang dengan tujuan agar anggota organisasi bekerja secara efektif
untuk mencapai tujuan organisasi. Merujuk pada gagasannya Eka & Anik (2020) pola
komunikasi di lembaga MPU Aceh sudah berjalan dengan baik. Pola komunikasi
organisasi di lembaga MPU Aceh dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan

komunikasi eksternal.

Pertama, komunikasi internal adalah proses penyampaian dan pertukaran
informasi yang terjadi antara pegawai di lingkup internal MPU Aceh. Pola komunikasi
internal ini terdiri dari vertikal, horizontal, maupun diagonal. Komunikasi vertikal berupa
penyampaian pesan dari atasan ke bawahan yang dicirikan pada pemberian instruksi atasan
kepada bawahan. Komunikasi horizontal yang terjadi dalam interaksi pegawai dalam satu

unit kerja. Komunikasi diagonal terjadi interaksi pegawai antar unit yang berbeda.

Komunikasi organisasi internal di lembaga MPU Aceh belum sepenuhnya efektif.
Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila makna pesan yang disampaikan diterima

dengan baik oleh si penerima. Purbaningrum (2019) menyebutkan dalam sebuah
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organisasi biasanya sering dijumpai terjadinya salah pengertian antara sesama pegawali,
atau atasan dengan bawahan terhadap pesan yang disampaikan atau dapat disebut sebagai
distorsi pesan. Distorsi pesan adalah kekurangan, atau perbedaan arti di antara yang

dimaksudkan oleh si pengirim pesan kepada si penerima pesan.

Mengutip dari pendapatnya Purbaningrum (2019) komunikasi internal pegawai di
MPU Aceh mengalami distorsi pesan, yaitu ketidakmampuan staf menerjemahkan
instruksi dari atasan. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan oleh atasan tidak
mampu diterjemahkan dengan baik oleh bawahan. Salah satu penyebab distorsi pesan di
lembaga MPU Aceh adalah faktor individu. Faktor ini melihat pada persepsi yang

dibangun oleh masing-masing bawahan dari pesan yang diberikan oleh pimpinan.

Kedua, komunikasi organisasi eksternal yaitu berupa penyediaan informasi yang
dapat diakses oleh publik (keterbukaan informasi publik). Salah satu buktinya adalah tahun
2022 Sekretariat MPU Aceh meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari

lembaga Komisi Informasi Aceh sebagaimana terlihat dalam gambar 1

Gambar1
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Sekretariat MPU Aceh

x ST I EEwag iy s W g s e mmwy =2 rm sy Y e Sam st e oy LOrwmLLI

KOMIS| INFORMASI ACEH
Mambedkan
PENGHARGAAN
Nepads
Sekretariat Majelis
Parmusyawaratan Ulama Aceh
Atas Prostasinga -

PADA EVALUASI PEL PUBLIN TAHUN 2022
Kualifikas! : MENUIU INFORMATIF (Nial 80-59.9)

Bagia Acoh, 26 Oktober 2022
L Kelua.

Sumber: Sekretariat MPU Aceh, 2022

Media komunikasi eksternal yang digunakan MPU Aceh sangat beragam. Publik
dapat mengakses berbagai informasi terkini berkaitan dengan kegiatan pimpinan, maupun
pegawai di Sekretariat MPU Aceh melalui webiste resmi MPU Aceh (melalui laman:
https://mpu.acehprov.go.id/), instagram (mpuaceh), facebook (Sekretariat MPU Aceh),
dan media sosial lainnya. Semua media ini dengan aktif memperbaharui informasi-

informasi baik berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan MPU Aceh, maupun
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dokumen-dokumen yang dapat di download, seperti: laporan keuangan, laporan kinerja,
produk hukum fatwa dan tausiah, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Keterbukaan
informasi publik merupakan amanat undang-undang yang mendorong setiap lembaga
pemerintah termasuk MPU Aceh untuk mempublikasikan informasi yang wajib
disediakan ke publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

demokratis.

Kesimpulan

Dimensi penguatan organisasi lembaga MPU Aceh pada aspek sistem insentif
sudah berjalan dengan baik, terdapat sistem insentif yang didapatkan oleh anggota MPU
Aceh sesuai peraturan yang berlaku. Aspek kepemimpinan belum dapat dikategorikan
sebagai kepemimpinan kolektif atau jaringan. Koordinasi MPU Aceh selama ini hanya
bersifat internal organisasi antara MPU Provinsi dengan MPU kabupaten/kota. Belum
menjalankan koordinasi lintas instansi. Kepemimpinan kolaboratif merupakan seni dalam
memimpin dengan melibatkan banyak aktor/institusi dalam proses pemecahan masalah.
Model kepemimpinan seperti ini sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan-
keterbatasan yang dialami oleh lembaga MPU Aceh dalam menjalankan tugas dan

fungsinya.

Pada aspek pemberdayaan pegawai, telah berjalan baik, adanya pembagian kerja
melalui komisi-komisi yang ada. Penguatan organisasi di MPU Aceh yang meliputi
komponen sistem insentif, pemberdayaan pegawai, kepemimpinan, budaya organisasi,
dan komunikasi akan lebih optimal apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat

(strong leadership) dan kolaboratif.
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